PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR

MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG KEPADA PEMERINTAH PUSAT

Menimbang

SECARA NON KAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air
Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan
Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non
Kas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandung
Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah
Air Minum Tirtawening Kota Bandung kepada

Pemerintah Pusat Secara Non Kas;

Mengingat ...



Mengingat

1.

2

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota
Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan ...



7.

10.

11.
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun
2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari
Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada
Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka
Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum
Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun
2006 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 07);

12. Peraturan ...



Menetapkan
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12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun
2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Tirtawening Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun
2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Tirtawening Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota

Bandung Tahun 2014 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG
dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM RANGKA
PENYELESAIAN HUTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG KEPADA
PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2. Daerah ...
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2. Daerah adalah Kota Bandung.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Bandung.

4. Walikota adalah Walikota Bandung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Bandung.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

7. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening yang
selanjutnya disingkat PDAM Tirtawening adalah
Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota
Bandung.

8. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi
Pemerintah Daerah pada PDAM Tirtawening.

9. Penyelesaian Hutang PDAM adalah pelunasan hutang
yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui cara hibah
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada
PDAM secara Non Kas untuk dikonversi dengan

hutang PDAM.

Pasal 2
Tujuan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM
Tirtawening yaitu dalam rangka mengoptimalkan
perbaikan kondisi keuangan dan penyelesaian hutang

kepada Pemerintah Pusat.

BABII ...



BAB II

BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Tirtawening

(2)

(3)

(4)

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini
merupakan penyertaan modal secara non kas,
sebesar Rp. 252.730.302.000,00 (dua ratus lima
puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta tiga
ratus dua ribu rupiah).

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2016.

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak memerlukan proses Analisis

Investasi.

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dianggarkan dalam akun pembiayaan,
kelompok pengeluaran pembiayaan Daerah, jenis
penyertaan modal/investasi Daerah, obyek
penyertaan modal dan rincian obyek penyertaan

modal kepada PDAM Tirtawening.

(5) Sumber dana APBD Perubahan sebagaimana

(1)

(2)

dimaksud pada ayat (2) berasal dari pendapatan
hibah non kas yang diterima Pemerintah Daerah dari

Pemerintah Pusat.

Pasal 4

PDAM Tirtawening setelah menerima Penyertaan
Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1), wajib mencatatnya sebagai penambahan
penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.
Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekaligus dicatat sebagai penyelesaian hutang PDAM
Tirtawening kepada Pemerintah Pusat.

BABIII ...



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Nopember 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 29 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT ( 11/304/2016)
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